
SALINAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 18 TATIUN 2011

TENTANG

PERUBA}IAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
I{ABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2OO8

TENTANG PEMBENTUI(AN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGI(AT

Menimbang

Mengingat

DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN'

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

67 huruf a Peratuian Presiden Nomor 23 Tahun 2O10

tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu
untrrkmerubahPeraturanDaerahKabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah KabuPaten Balangan;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan
Kedua Atas Piraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 3 Tahun 2aa8 tentang Pembentukan,
OrganisasidanTataKerjaPerangkatDaerah
Kabupaten Balangan;

:1.Undang-UndangNomorSTahun|974tentang
Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara

Republik tndonesia Tahun L974 Nomor 55'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3841)sebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-UndangNomor4STahun]-999tentang
Perubaian atal Undang-Undang Nomor I Tahun
lgT4tentangPokok-PokokKepegawaian(Lembaran
Negara ReplUtit Indonesia Tahun 1999 Nomor

169,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembeitukan kabupaten Tanah Bumbu dan



3.

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a265);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$aa\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234|4

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor +578\;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737\;

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7a\;
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor
6efl;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor A2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 431;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2OO8 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44\ sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 9 Tahun 2O1O tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2010 Nomor O9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEUTAN PERWAKILAN RAI{YAT DAERAH
I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

10.

11.

L2.



Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAI{ DAERAH TENTANG PERUBAIIAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN
BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2OO8 TENTANG
PEMBENTUI(AN, ORGANISASI DAI{ TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 9 Tahun 2OlO tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2O1O Nomor O9), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal l angka 11dan 12 dihapus, sehinggaPasal l berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rairyat Daerah Kabupaten Balangan,
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsu.r pembantu
Bupati dalam perryil"nggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
darl Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Bupati adalah BuPati Balangan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Balangan.
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B. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD).

9. Inspektorat Kabupaten adalah Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten Balangan yang merupakan unsur pengawasan
pemerintahan daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

1 1. Dihapus.

12. Dlhapus.

12a. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI

adalah KORPRI Kabupaten Balangan.

t2b. Sekretariat Dewan Pengqrus KORPRI Kabupaten adalah
sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Balangan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada perangkat daerah Kabupaten Balangan.

14. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan'

2. Ketentuan Pasa1 2 huruf f angka 1 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kembali Perangkat Daerah sebagai

berikut:
a. Sekretariat :

1". Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;

b. Dinas Daerah :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3". Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
7. Dinas Pemuda, olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan

dan Perikanan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;



c. Lembaga Teknis Daerah :

1- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. InsPektorat KabuPaten;
3. Badan KePegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
5. Badan remueraayaan Masyatakat dan Pemerintahan Desa;

Sa.Badan Pemberd.y.u.tt Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

S.KantorPerpustak^^.,,DokumentasidanArsipDaerah;
g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);

10. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan'

d. Kecamatan;

e. Kelurahan;

f. Perangkat Daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat

peraturan Perundang-undangan :

1f DihaPus;
Zj Set<retariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten'

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3

(1) sekretariat Daerah merupakan 6nsure staf, dipimpin oleh

Sekretaris Daerah yang bekedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kePada BuPati-

t2) sekretariat DPRD merupakan 6nsure pelayanan terhadap DPRD'

dipimpin oleh Sekretaris bpRO, secara t ktti= operasional berada di

bawahdanbertanggungjawabkepadapimpinanDP.R?dansecara
6nsure6trative bertanggung jawab'kepaia Bupati melalui sekretaris

Daerah.

(3) Dinas Daerah merupakan 6nsure pelaksana otonomi daerah,

dipimpin oleh Kepala Dinas, berkidudukan di bawah dan

bertanggu"s j;*"u kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

(4) Lernbaga Teknis Daerah merupakan. 6nsure pendukung tugas

Bupati,yangberbentuke.aandipimpinolehKepalaBadan,
berbentuk Kantor oleh K"p;i; Kanior, berbentuk Rumah Sakit

Umum n..i"f, BSUOT oleh Direktur yang berkedudukan di bawah

dan berta"gg"n} jawat f."i"a" eupati mJalui Sekretaris Daerah'

(5) Inspektorat Daerah merupakan 6nsure pendukung tugas Bupati

dan 6nsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah



dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara
Tnsure7trative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

(6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah
merupakan Tnsure pendukung tugas Bupati dan Tnsure perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(71 Kecamatan adalah merupakan Tnsure penyelenggara sebagian
kewenangan pemerintahan dipimpin oleh Carnat yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(8) Kelurahan adalah merupakan Tnsure penyelenggara sebagian
kewenangan pemerintahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

(9) Dihapus.

(1O) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah merupakan
bagian dari satuan keda perangkat (SKPD) dipimpin oleh seorang
Sekretaris, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada
Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis
administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

4. Ketentuan Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (a)
dihapus, sehingga Paragraf 1 Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Dihapus

Pasal 29
(1) Dihapus

{2} Dihapus
(3) Dihapus

(4) Dihapus



Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2O11

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 18

BALANGAN TAHUN 201 1

:i,-:i$Slinan sesuai dengan aslinya.
Hukum Setda Kah. Balangan,
Bagi m,
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